
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SEI"ATA}.I

PERATURAN BUPATI MUARA EMM

NOMOR T5 TAHUN 2O2i

TENTANG

PEDOMAN PER.IAI,ANAN DINAS

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII,AN RAIffAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

Io.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu

menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas bagr Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rairyat Daerahdi Kabupaten

Muara Enim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu menetapkan Perahrran Bupati tentang Pedoman

Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian

Rakyat Daerah di Kabupaten Muara Enim;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambatran

Negara Republik indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor LT Tatrun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2861;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4

Nomor 244, Tambahas kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

: l.

2.

3.
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
1 1 f' 1- - YY -1 -.- - rr -l- -- -- lT n4 m-l---.- nnl ,rcr-uuairair itcdua ai-as urluailg-urlLrEurg .tlorrlur zo larlurt zvL+

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
r l- ,:- 6-l--- a^lF t"- - -== !-o m- --1--l- ! ----1------- l?---iuGouesia ialru^tr zuio l\ornor oo, larrluartarl Lerrruar-a.n r\e8,ar-a

Republik Indonesia Nomor 56791;
n---- - -: r 1. lT- --- -.. alA m l---.- nnn A , , fr 1. '1. -1-- -reralur'eul .i-errterfllr€ul r\uruot z+ larlurr zvv+ LcrrLa]rB, r\cLtuuur(arr

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
n 1-:1- - n-l- - r h -1- at -.-.1. lY. ---1-1'l- Y. -1rcrwaniliarr i<a-t$/aL rJaerarr (IJcril uarail rr e8,ara KCIJ u uril( lrru.orresla

Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik

irrriorresia Nornor 44i6j sebagairnana teiair beirerapakaii tiiubair

teralrhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7

h-.---t-_1-- r, La -r-- h----!--.--.- n-- =:--! I t!,= =: a,tentang Ferubahan Kc'r.iga atas Peraturam Pernerintair iilornor 2+

Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinair dan furggota Dewair Perwakilarr Ralryat

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor

47, Tanrirairan l,crrrbaram iilegara Repubiik indorresia

Nomor aT Q);
h , n ' r I tY 

-1 
m l- nn I n r r - 6r Ii'eraLurarl rellrcnrl-Lajl i\orl-ror t L lairurr zvIv EerrLiurg DEiutqar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
6 t An l  r! la6 1 1 , ? -t-- , [Y n, -- t,t:llil.Ilult zvLv r\orrlor lzJ, lallluir.Ilfi.rl Lelnoir.ftin r\cga.ra KePuorrK

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Femeriniah iiomor i2 Tahun 2077 teni,-a.ng Fembinaari

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(i,emtraran Negara Repuiriik indonesia Tahun 2Oi7 i.iomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oall;

PeraLuran Pemerini;rh i.iomor i2 Tahun 2Ai9 teniang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Inrj.onesia Tahun 2Ai9 Nomor 42, Tasrbahan Lemiraran itlegara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peral-uran Fresiden Repuiilik Indonesia i.[omor 33 Tahun 2A2A

tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
n ,llt t - -l .- -,:, m-l-- ann^ rr -.- Fa\.r(epuouK ln(fonesra rarrun zvzv Nomor crr;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.OS /2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri i:agi Pejai:at iiiegara, Pegawai

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
. t, r? I I   ,nt af 7 id ,a44n a rt-eraluran ranenren r\euangan r\omor r r:r'/ rrvrA.vz I zuzv [enfang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Repubiik indonesia Tahun 2O2O i\iomor 976i;

Fo.

o.

t.

o.

9.

IU.
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1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

Pccitlnzur Pcngcir.riaanr Keuaugau Daerair (Bcrii.r i.icgara Repuiriik

IndonesiaTahun 2O2A Nomor 1781);
ln n-_.--t lY la rTi^1 r\/\'!E .--. n-I- t. Y't 1- 1LZ. rcl'alurail iiaerarr Nornor ru rarrurr zvLo Lcrrrarr8, ruKur(-ruJ(or(

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

iviuar'a Erriur Tairuii 2Ai5 iilogroriO);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Kedudukan

Proiokoier, Hak Keuangan dam Arirnirris'rra'uii Pirnpirran dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaterr iviuara Eniur Taiiuri 2Oi7 iilouror 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAE} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 T'laaralr arlalah Ilalrrrnatan trfrrara E-nimquul4r

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Muara Enim.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD aciaiah Dewam Ferwakiian R.akyal Daerah Kabupalen

Muara Enim.
, n' nnnn I I I f7 t nnnn .1 tlI t'l fr-/--+. runplrriin lJrruJ aueilaIl 

^eLua 
lJrIgJ oan wa-r(lr 

^etua 
l.rr(lJ

Kabupaten Muara Enim.
- ^ 

r nhnn I I I 
^ 

r hnhh ?z I r lr- ro. AnggoLit urr<u a(lanan ArrggoLtt urK,L, [aoupaLen ryruara r/nrm.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
1 1 I n a / -r - -1- -4.-t -1- fr-l--- , -t-1 -a(fa.raIr rerangKaL uaerarr Pa(.la rerl]errrlLaIl [aouPaLen sela.Ku

Pengguna Anggaran.

7. Pengguna Anggarari adaiah Feja'oai pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKFD yang riipimpinnya.

8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan

yang <iiiakukan <iaiam wiiayah R.epublik Incionesia.
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9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati
t r 1' - L- 1 I -t-- I !-=-- 1- -1-.-: 4 .. 1---1--.1..1. 1 'Dat-a"s Ko-La Ueur/ a-ulu Lraiain r<orrl creu-r LesrPar l(eLruuur(arr l(e

tempat yang ditqiu, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat

kedudukan serrrula di daiam daer=air.

10. Perjalanan Dinas dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam

wiiayair Kab upa'r-cri.

ll.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar
rir:l I rr 1-wuayitrr r\aouparerr.

12. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang dihitung terlebih

ciahuiu dan dii.rayar sekaiigrrs.

13. At Cost adalah stratu jumlah uang yang dihitung berdasarkan

per'uanggungiawaban biaya peiaksanaan sesuai rierrgan iriaya

yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.
1 

^ 
t? t, -L-,11----: - -1 -l-1- - - -- -1:l- -,--.-1-- -- -.- -ll--:r+. ueurg, .t\,orrtrluusr auiciei.rr ueurg y&urts urDayarKil ssciira Lcrsenurn

kepada pihak penyelenggara berdasarkan undangan
-_-_1 _ -_ _. _- -perrycrelrggetra.

15. Surat Perintah T\rgas selanjutnya di singkat SPT adalah surat

yarig tiikeiuarkan oieir Pejabat yang berw-enairts, yil1g berisikari

perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk
meiaksarrakari Lugas.

16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat
anhh I t t n I 1, -: --l-1--t 1---- l ,1 -DrrlJ a(lanaIr Lrol(urnen (.ra.rl PeJaDaL yetrlg Lrerwenang KePa(Ia

Pimpinan dan Anggota DPRDuntuk melaksanakan perjalanan

<iinas.

17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan

kerja beracia.

18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan

perjaianan d.inas.

19. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai

aclran penyus'Lrnaii rencana keirulr,rhtrn anggaran <i.alam Rencana

Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB II
RUANG LINGKUP PER.IALANAN DINAS

Pasal 2

Il l Peratrrrqn Fhrnati ini menoatrrr ?menoenai nelaksa?1aa?"! r{an
i ii i vi uLui *i

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota

DPRD yang dibebankan pacia Anggaran Fenciapaia.n cian tseianja

Daerah.
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(2) PerjalanErn Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Perjaiarran Dinas .iabatau.

BAB III
PRINSIP PER._IAIAN.AN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas <iiiaksanakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut :

a. seiekiif, yaiiu hanya uniuk kepeniingan yang sangat tinggi <ian

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
. aYTnr<lnerJa Drl'rl-r;

c. elisiensi penggunaan belanja daerah; dan

d. akuntabiiitas pemberian periniah peiaksanaan perjaiana.n dinas

dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjaiauan Dinas .iabatan sebagairrraura tiiuraksud daian Pasai 2

ayat (2) digolongkan menjadi :

'd.. Perjaiariarr Dinas iabataii dalauri daerair;

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Provinsi Sumatera Selatan; dan

c. Perjaianan Dinas Jaira'uan Luar Provirrsi Suuratera Seia'uan.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

a. pelaksanaan ttrgas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, utorlcshop, bimbingan

teknis dan seienisnya; dan

c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB V

SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PER.IALANAN DINAS

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan

dinas halus rnerniliki SPT rian SPPD.
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Pasal 7

(1) SPT diterbitkan atas dasar surat undangan kedinasan, surat

panggilan kedinasan, dan kepentingan tugas dan fungsi

Pimpinan dan Anggota DPRD dan atau kepentingan Pemerintah

Kabupaten.

(2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh

-oi-lraf rrand Lranrran an c
l/vJqvqL Jq^r6 vvr uYvrr.Jr6.

(3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2)

ciibuat sesuai dengan iclrmat sebagairnana iercant.um ciaiam

I"ampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota

DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib

yang beriaku di DPRD.

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas

diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Biaya perjaianan ciinas sebagaimana ciimaksuci pada ayat (i)
terdiri atas komponen-komponen :

a. uang harian;

b. biaya taksi;

c. pengganiian biaya bahan bakar minyak (BBhi);

d. biaya penginapan;

e. uang represerrtasi;

f. biaya transport; dan
1-:____ ._11__._ _ _ l____t 

^nrm 
la

8,. IJraya Pcuteru(saarl KcscrlaLarl w\) v lLt- I v.

(3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf a
dii;erikan secar"a Lumsuin.

(4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dengan
r 1' 'LCr(Itrt aLas :

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat

tqj uan keberangka'r-an riarr kepuiangan (bandaraf pe\abuirani

terminal bus/ stasiun) dan berlaku sebalikty";

.a
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b. perjalanan dari bandara/ pelabuhan/ terminal bus/ stasiun

kedatanrgarr rneiruju iruici a'uau tcurtrrat pcrrgirrapanr iainrrya

dan berlaku sebaliknya;

c. retr"ibusi yang dipungu'r- rii 'r-errrrirrrai busi s'r"asiurri bauriar'ai

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
t l? L a : -,:-1------ -1: - 1 ----!---,-- -l:----t-----t 1-------C -o. Dra]aa felrasr perJaranEul sruas scoaB,arril.arra uuuaxsuu rrur-Lll a

dan huruf b hanya diberikan bagr yang tidak menggunakan

kendaraam dirrasi kerrtiar=aarr pribadi ; cian

e. biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
t.1 I - 1 - - -uruayarKarl sccinra lurnsurn.

(5) Penggantian Biaya Bahan Bakar Minyak {BBM) Kendaraan

sebagaimana d.irnaksud pa<ia ayai (2j iruruf c denganr keterrtuan

sebagai berikut:
Lr I : i ,i- - 1- -l--.- ---:.----l- -l:1- -.-:l--.- ----!--1-a. perrtstsarlLrarl Lrraya oalraur r)a.r(ar ururyaK ulueru(arl LurLLrr(

penggantian kendaraan dinas atau dapat diberikan untuk
penggan'r-ian kerrdaraarl pribarii iragi pirnpinan dan arr.ggota

DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas;

i;. perrggantian i-riaya BBivf kerrriaraan 'Lidak diberikarr jika daiam

melaksanakan perjalanan dinas menggunakan moda

transportasi urtturn (traveii busi kere'ra apii;

c. penggantian BBM kendaraan diberikan sesuai jarak tempuh

cian dibayarkaii secara iumsum.

Dalam hal perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas

a(au mengglrnakan kenrj.araan pribacti tragi pimpinari <ian

anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan

ciinas, diberikari komponen biaya sci:agai irerikul :

a. penggantian biaya BBM dibayarkan secara lumsum;

ir. i:iaya Loi <iibayarkari secara n'1, (ai asi);
c. biaya penyeberangan dengan kapal laut dibayarkan secara rill

(ai cost); dart

d. retribusi resmi lainnya selama perjalanan dinas dibayarkan

secara nii (ai ccrsff.

biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d

diberikan untuk menginap di hotei atau tempat, penginapan

lainnya, dibayarkan sesuai biaya riil lat cosfi dan maksimal

sesuai dengan harga teriinggi berciasarkan siandar harga satuan

perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6)

(7)
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(8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan

biaya penginapair sebagainrana riiinaiesuri ayat (21 irurui d.,

berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. peiaksanaan pcrjaianarl d.irras diberika.rr biay-a peirginapan

sebesar 30 o/o (tiga puluh persen) dari tarif satuan tertinggi

biaya pengirrapair pada s'randar= harga saiual perjaianair

dinas di kota tempat tr.1iuan, sesuai dengan tingkat

peiaksanaan perjaiairail ciinas; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dii:ayar secara irrrns-r,rin.

(9) uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf e

diirerikan kepada pirrrpinan dan anggo'ua DPRD seianna

melakukan perjalanan dinas.

(iO) biaya Transport sei:agaiinaira diinaksud pada ayai i2i imruf f
meliputi moda transportasi (pesawat udara/ kapal laut/ kereta

apii busi iravei) yang digunakan ke tcrnpat tujuaii perjaianan

dinas. dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cosf) dan

berdasarkan fasiiitas'rrairspori sel;agaimana tercant-urn tialam

L,ampiran III Peraturan ini.

(i i) biaya pemeriksaari kesehakr.n setragaimana dimaksuci ayal (2)

huruf g meliputi semua pemeriksaan terkait COWD-I9 (sepanjang
1l 1:a^i,..ihrd(lalarn masa pan(rellu wvtLr-tv).

(12) rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud

ayaL i2i tiarr ayal (6i <iicantumkan pada Rinciari Biaya Perjaianan

Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Larrnpiran iV Feralirrari ini.

Pasal 1O

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 di golongkan dalam 3 (tiga) tingkat, sebagai berikut :

a. A1 Ketua DPRD;

b. A2 Wakil Ketua DPRD; dan

c. A3 Untuk Anggota DPRD.

Pasal 11

(1) Perjaiarlan Dinas iabaia.n unirrk mengiicuii rapat, seminar,

sosialisasi, worl*lnp, bimbingan teknis dan sejenisnya

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 5 huruf b yang iama



lzt

(e)

waktunya tidak melebihi dan 7 (tujuh) hari berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. bagr peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara,

'rraik riiwaji'uka.it rttcuyctor koui-ribusi rtraupun lidak, riiaka

biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar

scuail=a perruir untuk 2 (dua) irai.i yaitu i (satu) irari patla saat

keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali dan

seiebiirnya ciibayar Uang Harian sei.resar 75cio dari iresararr

Uang Harian yang berlaku selama pedalanan Dinas.

b. bag,i peserta yarrg 'Lidak di'r"angguirg perrginapan oieir

penyelenggara, baik diw4iibkan menyetor kontribusi maupun

tidak ruaka biaya pcnginapari riarr Uarrg Herieur ciibayar

secara penuh selama perjalanan dinas.

Perjaianan Dinas iabatan 'untuk riiengikuti rapai, semiitar,

sosialisasi, worlcsltop, bimbingan teknis dan sejenisnya

sebagairnama dirrraksud cialarn Pasai 5 irurui b yang ianrra

waktunya melebihi dari 7 (tujuh) hari berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. bagr peserta yang ditanggung penginapan oleh penyelenggara,

baik <iiwajiirkan menye[or koniritrusi maupun Li(iak, maka

biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar

secara penuh unluk 2 (<iua] hari yaitu i (satu) pada saat

keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali selebihnya

diiiayar uang harian sebesar 65% dari besaram Uang Harian

yang berlaku selama perjalanan dinas.

b. bagi peseria yarig 'Lidak ditanggung penginapan oleh

penyelenggara, baik diwqiibkan menyetor kontribusi maupun

Lidak, maka triaya penginapan teia.p dif:ayar, sedang Uang

Harian dibayar secara penuh untuk 2 (dua) hari yaitu 1 (satu)

hari pada saal keberangkata.n dar: 1 (satu) hari pada saat

kembali dan selebihnya dibayar Uang Harian sebesar 50%

dari besaran Uaiig Harian yang i:eriaku seiama perjaianan

dinas.

Dalam hai biaya Ferjaianan Dinas iabatan untuk mengikuii

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Struktural/Pimpinan, Diklat

Fungsionai <ian sejenisnyai sebagairnana <iirnaksud daiam Fasai

5 huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut:

t.1,
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pendidikan dan Pelatihan yang diikuti adalah yang

,liseicr r ggan'akan r oleir Leurbaga i i rrstan si Pcrucrirrtah.

bagr peserta yang tidak ditanggung penginapan oleh

perrycicnBB&i=a, iraik riiwajii:karr riicnycltrr korr'u ibusi rnaupurr

tidak, maka biaya penginapan tetap dibayar, sedang Uang

Hariarr dibayal secai=a perruii-uurtuk 2 (dua) irai.i yai[u i (satu)

hari pada saat keberangkatan danl (satu) hari pada saat

kernbaii cian selebilrnya <iibayar Uang Hariarr scbcsar 5O?6

dari besaran Uang Harian yang berlaku selama perjalanan

dirras.

bagi peserta yang ditanggung pengrnapan oleh penyelenggara,

baik tiiwajibkan rtrenyctr;r korrtribusi rnaupuri 'Lidak, rnaka

biaya penginapan tidak dibayar, sedang Uang Harian dibayar

secara penuir 'uuitui< 2 (duai irari yaiiu i (satu) irari pada saat

keberangkatan dan 1 (satu) hari pada saat kembali.
t :l r: h, - -1: -1:t-- - -l n I r'1. I'1 . -:1 -- - rr-.- --seralna [rerrglr<uu rerlul(Ill(arl uarl rclaurlarl, (Iloerll(arl uftlrg

Saku yang besaran perharinya ditetapkan dengan Keputusan

Bupa'ui tiarr tiibayarkan secara luinsurn.

Pasal 12

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan

Dinas Jabatan dilaksanakan.

(2) Dafam hat Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan,
L:^-,^ D^;^l^-^- I\;-^- oo}..^^^i*^*^ Ii*^l-ottr{ -^'l^ arra{' ,11ailc\J@ a waJd,ja)lrul uul@o ovvqEaurarq uutrGouu lrau4 aJaL (r,

dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati atau disesuaikan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBAYARAN BIAYA PER.IALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Pembayar€rn biaya pedalanan Dinas dengan mekanisme UP/GU

dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana

Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran.

a.

b.

c.

d.



(1 1)

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

denganr ineiaurpirkan dokuruert sebagai i;er'ikut :

a. surat hrgas;
l^ f^+^l-^-: Crf'llan.
Lr. TULUAUPL tJrrLr,

c. kuitansi tanda terima uang muka yang disetujui Pengguna
a - .--: I L 1------AnBBai'aIr a-Lau peJaira-L Kuasa pen8,8,urra aitgBaran yarrg

ditunjuk; dan

d.. rirrcian triay'a perjalanan dinas yaflg disetqiui Pengguna

Anggaran atau pejabat kuasa pengguna €Lnggaran yang
t'r : I(1lLUrrJ UK.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PER._IALANAN DINAS

Pasal 15

(1) Pelaks€rna Perjalanan Dinas Jabatan melaporkan hasil

pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas secara lisan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan atau secara tertulis paling

lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(2) Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan mempertanggungiawabkan
t-i^-r^ Darialaaa- T\i-a< l-o-^.il^ Daaaarna Anacaran -^Ii-- lamlra{.vLaJq r urJ@Cu1@r vllrqe Avl/4uq r vrrSSurq rur6Saar l/aurS LqLLv@L

5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Perianggungiawaban Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (6) dengan

meiampirkan dokumen berupa :

a. SPT yang sah;

b. SPPD yang teiah ciii:rndatangani pejabat ditempat

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang

menjadi tempat hrjuan Perjaianan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bukti pembayaran

mocia transportasi iainnya ,biaya penyeberangan kapai iaut,

biaya To1, dan retribusi resmi lainnya selama perjalanan

<iinas ;

d. bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan COWD'L9;

e. bukti pembayaran hotel aiau tempat menginap lainnya;

f. rincian biaya perjalanan dinas;

g. kuitansi Pembayaran; dan

h. laporan perjalanan dinas.



(t2l

BAts IX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

(1) Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan
pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 18
;

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OL8
Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggall a! Januari 2O2 I

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal E! Januari 2O2l

PJ. SEKRETARIS DAERAH,

Dto

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2I NOMOR 
'.



Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim"
Nomor : 5'fehtrB ZA2!:
Tanggal : 29 Jgausri lffill

KOP SKPD
+

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR:

: 1. Peraturan Daerah tentang APBD

2. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas

3. Dst

Dasar

Kepada

Untuk

Lama Perjalanan Dinas

Pengikut

MEMERINTAHKAN

Ditetapkan di i

Pada tanggal :

PE^IABAT YANG MENERBITKAN SPT

ttd

NAMA
PANGKAT
NIP

BUPATI MUARA ENIM

Dto

JUARSAH



Lampiran fr*q*i*ran fupa#lWlrq'e,nEnim ' )

Nomor ,'=$-ryahun Efral '. "'.-'-, : -, 
.

Tanggal' -:$P,,&BUart 2021

KOP SKPD

Lembar ke :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1. Pegawai yang memberi perintah

2. Nama / NIP Pegawai yang diPerintah

3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP

No. 6 Tahun 1997

b. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan

Dinas I,

4. Maksud Perjalanan Dinas

5. Alat angkut yang digunakan

6. a. Tempat berangkat

Tempat tujuana.

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas

b. Tanggal berangkat

c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran

a. Instansi

b. Kode Rekening

10. Keterangan Lain-lain

Dikeluarkan di :

PadaTanggal :

PEJABAT YANG MENERBITKAN SPPD

ttd

NAMA

PANGKAT

NIP



SPPD No.
Berangkat dari
(Tempat kedudukar
Pada tanggal
Ke-

IV. Tiba kembali dr : ...............
Pada tanggal : ...............
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata
untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-

PE.JABAT YANG MENERBITKAN SPPD

t.t.d.

NAMA
PANGKAT

NIP

V. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan pedalanan dinas, para
pejabat y"ang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat kerugian
akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI MUARA ENIM

Dto

JUARSAH



Lampiran III : Peraturan Bupa.ti Muafi Eniin.
Nomor : g.,faliUa eOef .

.Tangsal : A$,&e$crn e0et

FASILITAS TRANSPORT PER.IALANAN DINAS

No. URAIAN
TINGKAT

PERJALANAN
DINAS

MODA TRANSPORTASI

PESAWAT
UDARA

KAPAL LAUT
KERETA API/BUS/

TRAVEL

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRD

Anggota DPRD

A1

A2

A3

Bisnis

Bisnis

Ekonomi

VIP/Kelas IA

MP/Kelas IA

Kelas I B

Eksekutif

Eksekutif

Eksekutif

BUPATI MUARA ENIM

Dto

JUARSAH



Lampiran IV Peraturan Bupati MuaraiEnim
Nomor : 3i TAbuB 9,b21
ranggal : *9- Januart€Oil -.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR : Permintaan Rencana Biaya Perjalanan Dinas ke ................
Sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Muara Enim
Nomor: OL9.O94| I n<x<. l2O:n<' tanggal
yang akan dipertanggungiawabkan kemudian
Perialanan Dinas-Dalam Kabuoaten-Luar Kabupaten-Luar Provinsi*

No. Nama Yang Berpergian / NIP Pangkat / Tempat Kedudukan
Golongan

Pe{alanan Dinas
Uang Harian Selama Hari-RP Jumlah (Rp) Tanda Tangan

1 2 3 4 5 6 7

.Iumlah Seluruh
g Panjar (UM/UP) = (Jumlah Seluruh X75/"1

Telah dibayar UM/UP sejumlah :

Rp

Bendahara Pengeluaran,

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

Perhitungan Biaya Rampung :

Ditetapkan semula

Yang dibayar

Sisa kurang/lebih

* Coret gang tidak Perlu

Setuju dibayar,
Kepala SKPD

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

Muara Enim,

Telah diterima UM/UP sejumlah :

Rp. ..............

Yang Menerima,

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

Telah di Verifikasi oleh,
Kasubag. Keuangan:
Jumlah Rp. ..............
Tanggal : ...................

t.t.d

Nama
Pangkat
NIP

: Rp.

: Rp.

: Rp.

BUPATI MUARA ENIM

Dto

JUARSAH


